SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 029 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2023,
perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten Wajo tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 52 Tahuhn 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
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dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2022
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor
441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);

9. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO TAHUN 2023.

Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wajo Tahun 2023, yang terdiri dari :
a. Pengarah;

b. Koordinator Tim Pembangunan Zona Integritas;

c. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas.

Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Wajo Tahun 2023, sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU, adalah :

a. Pengarah :

- memberikan arahan dalam penyusunan rencana
kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih
dan Melayani;

- mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Bersih dan Melayani secara rutin dan
memberikan arahan agar Pelaksanaan Kegiatan
dapat berjalan dengan konsisten dan terarah;

b. Koordinator Tim :

- melakukan sosialisasi kepada anggota tentang
kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih
dan Melayani;

- melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Bersih dan Melayani;

c. Anggota Tim :

- melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;

- melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media;

- melakukan survey kepuasan terhadap
masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari
survey dapat diakses secara terbuka,;

- melakukan perbaikan kinerja secara berkala;

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
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KELIMA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wajo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
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HAEDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

~.Kepala Subbagian Hukum dan SDM,




SALINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN WAJO
NOMOR 029 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM

B

!

JABATAN DALAM JABATAN
e i DINAS DALAM TIM
1. | Haedar, S.Pd.I Ketua Pengarah
2. | Andi Tenri Sampeang, S.Si.Apt Anggota Pengarah
3. | lin Fitriani, S.Pd Anggota Pengarah
4. | Muhammad Mursyidin A, S.Sos.,M.Si | Anggota Pengarah
S. | Zainal Arifin, S.Pd.I.,M.Pd Anggota Pengarah
7. | Fadly M, S.Sos Kasubag Teknis Anggota
Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi
dan Humas
8. | Wahdiana, SE Kasubag Keuangan, | Anggota
Umum dan Logistik
9. | Andi Amisar, SH Kasubag Anggota
Perencanaan, Data
dan Informasi
10. | Andi Antarisna Taury Nawir, S.IP Kasubag Hukum Anggota
dan SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
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Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 05 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
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